
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kota Metro tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana yang 
dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 201 7 yang dijabarkan 
kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon 
anggaran yang telah disepakati bersama antara 
Pemerintah Daerah dengan DPRD; 

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) 
huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun 
dan mengajukan Peraturan Daerah tentang APBD, 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan 
Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

' 14. Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011Nomor310); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 ,Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita. Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) seba.gaimana. telah 
diubah beberapa. kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita. Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 541); 



Rp. 101.258.456.004,- 

15.642.431.310,- 
6.067 .270.000,- 
4.418.100. 707 ,- 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah 
b. Retribusi Daerah sejumlah 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan sejumlah 
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

yang sah sejumlah 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan Rp. 25.916.835.727,- 
b. Pengeluaran Rp. 1.500.000.000,- 
Pembiayaan Netto Rp. 24.416.835.727,- 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. Nihil 

Pasal 2 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 127.386.258.021,- 
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 631.263. 755.000,- 
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang 

sah sejumlah Rp. 60.704.748.387,- 

( 1) 

(Rp.24.416.835. 727,-) 

Rp. 819.354.761.408,- 
Rp. 843.771.597.135,- 

1. Pendapatan 
2. Belanja 

Surflus (Defisit) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai 
berikut: 

Pasal l 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Menetapkan 

WALIKOTA METRO 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO 
d.an 

Dengan Persetujuan Bersama 

30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro 
Nomor 24); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 



Rp. 1.500.000.000,- 
Rp. 

ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada 
pembiayaan: 
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 

Daerah sejumlah 
b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 

(3) 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 25.916.835.727,- 
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah Rp. 25.916.835.727,- 
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.500.000.000,- 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 37.909.861.966,- 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 250.419.546.407,- 
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 189.503.940.828,- 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis 
belanja: 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 358.295.514.934,- 
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 4.420.800.000,- 
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 0,- 
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintahan Desa Rp. 2.721.933.000,- 

e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,- 

( 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 365.938.247.934,- 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 477.833.349.201,- 

Pasal 3 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 53.204.748.387 ,- 
b. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus sejumlah Rp. 7.500.000.000,- 
c. Pendapatan Lain-Lain sejumlah Rp. 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi 

Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 27.398.008.000,- 
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 463.881.055.000,- 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 139.984.692.000,- 



KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR ?.:°.~ . 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINS! LAMPUNG; (c9t;/MTR/2016) 

SEKRETARI 

3, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

deng1.an .. ~~ .. ~:~~~~~. . ya .. ~:1,~~·· .. · e~.?ar; .. Daerah Kota Metro. 
' :,··'.1--.11,)·.i..t· HlE~·,,;.,\.r<. · .. ''·····' r Dit t k di Mt 
.... ·--·· ·---· __ • ·-; 1 e ap an 1 e ro 
•. ~:1."1 Walikc:=_~_ . . .. ·J · pada tanggal: ~f ~~ W 2016 

Sckda . . ! WALIKOTA METRO, 

~~SS :ur.·.· ~ i ~~ 

K8pala Bagian ... ~~... .: ' • • · .. · 
.... ---~-- . . AC PAIRIN 

i 1r " bbag · :o•r ·VV , ,,...\ .. ~ .i ·,a"'u .• i.1..\-................ ., .. .., ..•.. ·. 
Diundangkan .. ffi.-·Metf&-· - 
pada tanggal: ~l ~~w 2016 

Peraturan Daer~ ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 .• 

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. 

Pasal 6 

Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara; 
Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal [Investasi] Daerah; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah; 

6. Lampiran VI 
7. Lampiran VII 
8. Lampiran VIII 

' 9. Lampiran IX 

1. Lampiran I 
2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Pasal 5 
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